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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tanggung Jawab  

 Tanggung jawab dalam kointeks hukum diiartiikan sebagai i 

kewajiiban yang harus diipenuhii oileh seseoirang atau badan 

hukum atas akiibat hukum yang tiimbul darii suatu perbuatan, 

baiik karena kesengajaan maupun kelalaiian, yang 

meniimbulkan kerugiian bagii piihak laiin.
1
 Menurut M. Iisnaenii, 

tanggung jawab hukum merupakan koinsekuensii darii adanya 

periikatan yang mengiikat para piihak, sehiingga apabiila salah 

satu piihak tiidak memenuhii kewajiibannya, maka piihak 

tersebut wajiib menanggung akiibat hukum yang tiimbul. 

Tanggung jawab iinii bertujuan untuk memberiikan 

perliindungan hukum dan menjamiin terpenuhiinya hak piihak 

yang diirugiikan. 

 Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merupakan 

suatu kewajiiban yang diibebankan kepada seseoirang atas 

akiibat darii perbuatan yang diilakukannya, baiik karena 

tiindakan yang bertentangan dengan hukum maupun karena 
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kelalaiian dalam memenuhii kewajiiban hukum. Dalam 

pandangan Hans Kelsen, seseoirang dapat diimiintaii 

pertanggungjawaban apabiila terdapat hubungan antara 

perbuatan yang diilakukan dengan kerugiian yang tiimbul 

terhadap piihak laiin. 

 Tanggung jawab hukum dalam teoirii Hans Kelsen 

berkaiitan erat dengan adanya kewajiiban untuk meneriima 

sanksii atas pelanggaran terhadap noirma hukum. Oileh karena 

iitu, apabiila pelaku usaha jasa laundry melakukan kelalaiian 

yang menyebabkan kerusakan atau kehiilangan barang miiliik 

koinsumen, maka pelaku usaha dapat diimiintaii 

pertanggungjawaban sesuaii ketentuan hukum yang berlaku.
2 

 Dalam hukum perdata diikenal pula teoirii liiabiiliity atau 

tanggung jawab hukum, yaiitu kewajiiban seseoirang untuk 

menggantii kerugiian yang tiimbul akiibat perbuatannya 

terhadap piihak laiin. Liiabiiliity muncul apabiila terdapat unsur 

kesalahan, kelalaiian, atau pelanggaran terhadap kewajiiban 

yang meniimbulkan kerugiian. 
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 Dalam hubungan antara pelaku usaha jasa laundry dan 

koinsumen, teoirii liiabiiliity diigunakan untuk meniilaii sejauh 

mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan dan 

kehiilangan barang miiliik koinsumen. Apabiila kerugiian terjadi i 

akiibat kelalaiian pelaku usaha, maka pelaku usaha wajiib 

memberiikan gantii rugii kepada koinsumen sebagaii bentuk 

pertanggungjwaban hukum.
3 

Dalam teoirii hukum, terdapat beberapa priinsiip tanggung 

jawab, dii antaranya tanggung jawab berdasarkan kesalahan 

(fault liiabiiliity) dan tanggung jawab mutlak (striict liiabiiliity). 

Priinsiip tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengharuskan 

adanya unsur kelalaiian atau kesengajaan, sedangkan tanggung 

jawab mutlak tiidak mensyaratkan adanya kesalahan.
4 

Dalam hukum perliindungan koinsumen, priinsiip tanggung 

jawab memiiliikii peranan yang sangat pentiing. Jiika terjadi i 

pelanggaran terhadap hak-hak koinsumen, perlu diilakukan 

peniinjauan untuk mengetahuii siiapa yang harus bertanggung 

jawab dan sampaii sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat 

diibebankan kepada piihak yang bersangkutan sesuaii dengan 
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ketentuan hukum yang berlaku. Dalam fiiqh Iislam, koinsep 

dhāmān (tanggung rugii) hanya diikenakan pada piihak yang 

melakukan kelalaiian atau melanggar janjii, sehiingga 

meniimbulkan kerugiian bagii piihak laiin, sebagaiimana diiatur 

dalam priinsiip akad iijarah (perjanjiian sewa/jasa) yang 

mengatur relasii antara pelaku usaha dan koinsumen.
5
 Dalam 

kointeks jasa laundry, tanggung jawab pelaku usaha menjadii 

pentiing karena berkaiitan langsung dengan kerusakan dan 

kehiilangan barang miiliik koinsumen. 

Menurut peraturan perundang-undangan dii Iindoinesiia, 

khususnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 

1999 tentang Perliindungan Koinsumen, diidefiiniisiikan bahwa 

“Pelaku usaha adalah setiiap oirang perseoirangan atau badan 

usaha, baiik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang diidiiriikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiiatan dalam wiilayah hukum negara Republiik 

Iindoinesiia, baiik sendiirii maupun bersama-sama melaluii 

perjanjiian menyelenggarakan kegiiatan usaha dalam berbagai i 

biidang ekoinoimii.”
6 
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Dalam hukum perliindungan koinsumen, tanggung jawab 

pelaku usaha mengandung makna bahwa pelaku usaha tiidak 

hanya berkewajiiban menyediiakan barang atau jasa, tetapi i 

juga wajiib bertanggung jawab atas akiibat yang tiimbul darii 

penggunaan barang atau jasa tersebut oileh koinsumen. 

Tanggung jawab iinii diidasarkan pada priinsiip bahwa hubungan 

antara pelaku usaha dan koinsumen merupakan hubungan 

hukum yang mewajiibkan pelaku usaha memenuhii standar 

keamanan, kualiitas, dan iinfoirmasii yang benar sesuaii 

peraturan perundang-undangan. 

 Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat tiimbul 

karena wanprestasii maupun perbuatan melawan hukum. 

Wanprestasii adalah tiidak diipenuhiinya kewajiiban 

sebagaiimana yang telah diiperjanjiikan oileh salah satu piihak 

dalam suatu periikatan. Bentuk wanprestasii dapat berupa 

tiidak melaksanakan prestasii, terlambat melaksanakan 

prestasii, atau melaksanakan prestasii tetapii tiidak sesuai i 

dengan yang diiperjanjiikan.
7 
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 Sementara iitu, perbuatan melawan hukum merupakan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan 

meniimbulkan kerugiian bagii piihak laiin sebagaiimana diiatur 

dalam Pasal 1365 Kiitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Dalam kointeks jasa laundry, kerusakan dan kehiilangan 

barang miiliik koinsumen dapat diikategoiriikan sebagaii bentuk 

wanprestasii apabiila pelaku usaha tiidak memenuhii 

kewajiibannya menjaga barang koinsumen dengan baiik. Selaiin 

iitu, apabiila terdapat unsur kelalaiian yang meniimbulkan 

kerugiian, maka tiindakan tersebut juga dapat diikualiifiikasiikan 

sebagaii perbuatan melawan hukum.
8 

a. Hak dan Kewajiiban Pelaku Usaha 

Hak pelaku usaha adalah berhak meneriima pembayaran 

darii koinsumen sesuaii dengan koindiisii barang dan/atau jasa 

yang diiperjualbeliikannya. Maksudnya, pelaku usaha hanya 

boileh meneriima pembayaran sebesar yang diiberiikan 

koinsumen jiika barang dan/atau jasa tersebut dalam koindiisii 

tiidak memadaii, yang berlaku untuk barang sejeniis. Dalam 
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praktiiknya, yang seriing terjadii adalah kesepakatan harga lebiih 

murah untuk barang dan/atau jasa tersebut.  

Hak-hak yang diiatur oileh Undang-Undang Noimoir 8 

Tahun 1999 tentang Perliindungan Koinsumen yang wajiib 

diipenuhii oilehpelaku usaha, sebagaiimana diijelaskan dalam 

Pasal 6, meliiputii beberapa hal beriikut:
9 

a) Hak untuk meneriima pembayaran yang sesuaii 

dengankesepakaatan mengenaii koindiisii dan niilaii tukar 

barang atau  jasayang diiperdagangkan; 

b) Hak untuk mendapatkan perliidungan hukum darii 

tiindakan koinsumen yang beriitiikad tiidak baiik; 

c) Hak untuk melakukan pembelaan diirii sepatutnya di i 

dalam penyelesaiian hukum sengketa koinsumen; 

d) Hak untuk rehabiiliitas nama baiik apabiila terbuktii 

secara hukum bahwa kerugiian koinsumen tiidak 

diiakiibatkan oileh barang atau jasa yang 

diiperdagangkan; 

e) Hak-hak yang diiatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan laiinnya. 
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B. Hukum Perlindungan Konsumen 

Hukum perliindungan koinsumen merupakan kumpulan 

aturan yang diibuat untuk meliindungii hak-hak koinsumen 

dalam kegiiatan jual belii barang maupun jasa. Pada dasarnya, 

hukum iinii bertujuan untuk menciiptakan hubungan yang adiil 

antara pelaku usaha dan koinsumen, serta menjamiin agar 

koinsumen memperoileh barang atau jasa yang aman, bermutu, 

dan sesuaii dengan apa yang telah diijanjiikan. Dalam 

pelaksanaannya, perliindungan koinsumen meliiputii beberapa 

hal pentiing, sepertii kewajiiban pelaku usaha untuk 

memberiikan iinfoirmasii yang jelas dan benar mengenai i 

proiduk, hak koinsumen untuk menyampaiikan keluhan, serta 

hak untuk memperoileh gantii rugii apabiila mengalamii kerugiian 

akiibat barang atau jasa yang tiidak memenuhii standar atau 

tiidak sesuaii dengan perjanjiian.
10 

Pengertiian perliindungan koinsumen sendiirii terdapat 

dalam pasal 1 ayat 1 UUPK yaiitu "segala upaya menjamiin 

adanya kepastiian hukum untuk memberii perliindungan kepada 

koinsumen". Pengertiian perliindungan koinsumen terdapat 
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dalam anagaka 1 ayat 1 UUPK tersebut cukup memadaii, 

kaliimat yang menyatakan "segala upaya menjamiin adanya 

kepastiian hukum" diiharapkan sebagaii banteng untuk 

meniiadakan tiindakaan sewenang wenang yang merugiikan 

oileh pelaku usaha hanya untuk kepentiingan perliindungan 

koinsumen.
11 

Tujuan yang iingiin diicapaii dalam hal perliindungan 

koinsumen dapat diibagii menjadii tiiga biidang utama dalam 

UUPK: 

1. Pasal 3 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa 

memberdayakan koinsumen dalaam memiiliih, menentukan 

barang dan atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak- 

hak nya. 

2. Pasal 3 huruf d UUPK yang meyatakan bahwa 

menciiptaka system perliindungan koinsumen yang memuat 

unsur unsur kepastiian hukum. keterbukaan iinfoirmasii. dan 

akses untuk mendapatkan iinfoirmaii iitu. 

3. Pasal 3 huruf e yang menyataka bahwa menumbuhkan 

kesadaran pelaku usaha mengenaii perliindungan 
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koinsumen sehiingga tumbuh siikap jujur dan 

bertanggungjawab. 

Perliindunngan koinsumen diiselenggarakan Bersama 

berdasarkan 5 asas yang relefan dalam pengembangan 

nasiioinal yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 UUPK, 

yaiitu:
12 

a. Asas Manfaat                                                                             

Dalam segala upaya penyelenggaraaan perliindunagn 

koinsumen harus diiberiikan manfaat sebesar besarnya bagii 

kepentiingan koinsumen darii pelaku usaha keaseluruhan.  

b. Asas Keadiilan 

Memberiikan kesepatan kepada koioinsumen dan pelaku 

usaha untuk melakukan hak dan melaksanakan kewajiiban 

secara Jadiil. 

c. Asas Keseiimbangan 

Memberiikan keseiimbnan antara kepentiingan koinsumen, 

pelaku usaha, pemeriintah dalam artii materiil maupun 

spiiriitual. 
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d. Asas Keamanan dan Keselamatan Koinsumen 

Untuk memberiikan jamiinan atas keamanan dan 

keselamatan pada koinsumen dalam penganggungan, 

pemakaiianan dan pemamfaatan barang dan atau jasa yang 

diikoinsumsii atau diigunakan. 

e. Asas Kepastiian Hukum 

Memberii keadiilan kepada koinsumen maupaun pelaku 

usaha dalam penyeleggaran perliindungan koinsumen 

berdasarkan jamiinan kepastiian oileh negara. 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 

1999 tentang Perliindungan Koinsumen, selaiin memiiliikii hak, 

koinsumen juga diiwajiibkan untuk menjalankan kewajiiban-

kewajiiban beriikut:  

a) Membaca atau mengiikutii petunjuk dan proisedur 

pemakaiian atau pemanfaatan barang atau jasa, 

demii keamanan dan keselamatan; 

b) Beriitiikad baiik dalam melakukan transaksii 

pembeliian barang atau jasa;  
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c) Membayar sesuaii dengan niilaii tukar yang 

diisepakatii; 

d) Mengiikutii upaya penyelesaiian hukum sengekta 

perliindungan koinsumen secara patut.
13

 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 

1999 tentang Perliindungan Koinsumen, koinsumen memiiliikii 

beberapa hak, dii antaranya:
14 

a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengkoinsumsii barang 

dan/atau jasa;  

b) hak untuk memiiliih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuaii 

dengan niilaii tukar dan koindiisii serta jamiinan yang 

diijanjiikan; 

c) hak atas iinfoirmasii yang benar, jelas, dan jujur 

mengenaii koindiisii dan jamiinan barang dan/atau 

jasa; 

d) hak untuk diidengar pendapat dan keluhannya 

atas barang dan/atau jasa yang diigunakan; 
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e) hak untuk mendapatkan advoikasii, perliindungan, 

dan upaya penyelesaiian sengketa perliindungan 

koinsumen secara patut; 

f) hak untuk mendapat pembiinaan dan pendiidiikan 

koinsumen; 

g) hak untuk diiperlakukan atau diilayanii secara 

benar dan jujur serta tiidak diiskriimiinatiif; 

h) hak untuk mendapatkan koimpensasii, gantii rugi i 

dan/atau penggantiian, apabiila barang dan/atau 

jasa yang diiteriima tiidak sesuaii dengan perjanjiian 

atau tiidak sebagaiimana mestiinya; 

i) hak-hak yang diiatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan laiinnya. 

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 

1999 tentang Perliindungan Koinsumen, pelaku usaha 

memeiiliikii kewajiiban sebagaii beriikut:
15 

a) beriitiikad baiik dalam melakukan kegiiatan 

usahanya; 
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b) memberiikan iinfoirmasii yang benar, jelas dan jujur 

mengenaii koindiisii dan jamiinan barang dan/atau 

jasa serta memberii penjelasan penggunaan, 

perbaiikan dan pemeliiharaan; 

c) memperlakukan atau melayanii koinsumen secara 

benar dan jujur serta tiidak diiskriimiinatiif; 

d) menjamiin mutu barang dan/atau jasa yang 

diiproiduksii dan/atau diiperdagangkan berdasarkan 

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang 

berlaku; 

e) memberii kesempatan kepada koinsumen untuk 

mengujii, dan/atau mencoiba barang dan/atau jasa 

tertentu serta memberii jamiinan dan/atau garansii 

atas barang yang diibuat dan/atau yang 

diiperdagangkan; 

f) memberii koimpensasii, gantii rugii dan/atau 

penggantiian atas kerugiian akiibat penggunaan, 

pemakaiian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diiperdagangkan; 
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g) memberii koimpensasii, gantii rugii dan/atau 

penggantiian apabiila barang dan/atau jasa yang 

diiteriima atau diimanfaatkan tiidak sesuaii dengan 

perjanjiian. 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 

yang diitujukan untuk diiperdagangkan diilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiiap doikumen dan/atau 

perjanjiian apabiila:
16 

a) menyatakan pengaliihan tanggung jawab pelaku 

usaha; 

b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menoilak 

penyerahan kembalii barang yang diibelii 

koinsumen; 

c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menoilak 

penyerahan kembalii uang yang diibayarkan atas 

barang dan/atau jasa yang diibelii oileh koinsumen; 

d) menyatakan pemberiian kuasa darii koinsumen 

kepada pelaku usaha baiik secara langsung 

maupun tiidak langsung untuk melakukan segala 
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tiindakan sepiihak yang berkaiitan dengan barang 

yang diibelii oileh koinsumen secara angsuran; 

e) mengatur periihal pembuktiian atas hiilangnya 

kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang 

diibelii oileh koinsumen; 

f) memberii hak kepada pelaku usaha untuk 

mengurangii manfaat jasa atau mengurangii harta 

kekayaan koinsumen yang menjadii oibyek jual 

belii jasa; 

g) menyatakan tunduknya koinsumen kepada 

peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, 

lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 

diibuat sepiihak oileh pelaku usaha dalam masa 

koinsumen memanfaatkan jasa yang diibeliinya; 

h) menyatakan bahwa koinsumen memberii kuasa 

kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak 

tanggungan, hak gadaii, atau hak jamiinan 

terhadap barang yang diibelii oileh koinsumen 

secara angsuran. 
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Pelaku usaha diilarang mencantumkan klausula baku 

yang letak atau bentuknya suliit terliihat atau tiidak dapat 

diibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya suliit 

diimengertii. 

Setiiap klausula baku yang telah diitetapkan oileh pelaku 

usaha pada doikumen atau perjanjiian yang memenuhii 

ketentuan sebagaiimana diimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diinyatakan batal demii hukum.Pelaku usaha wajiib 

menyesuaiikan klausula baku yang bertentangan dengan 

Undang-undang iinii. 

  Dengan demiikiian, ketentuan dalam Undang-Undang 

Perliindungan Koinsumen diigunakan sebagaii dasar untuk 

menganaliisiis tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry 

dalam peneliitiian iinii. 

C.  Teori Ijarah 

1. Pengertian Akad Ijarah 

Secara bahasa, iijarah berasal darii kata al-ajr yang 

berartii upah atau iimbalan. Secara iistiilah, iijarah adalah akad 

pemiindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 
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dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah (ujrah), tanpa 

diisertaii perpiindahan kepemiiliikan atas barang tersebut.
1
 

Iijarah terbagii menjadii dua bentuk, yaiitu iijarah atas 

manfaat barang (sewa-menyewa) dan iijarah atas jasa atau 

tenaga (iijarah „alal-a‟mal).
2
 Dalam kointeks jasa laundry, 

akad yang terjadii adalah iijarah „alal-a‟mal karena oibjek 

akadnya berupa jasa mencucii pakaiian dengan iimbalan 

tertentu. 

Kesepakatan kerja dalam iijarah dapat diijelaskan sebagai i 

ketentuan yang mencakup pemanfaatan jasa seseoirang, 

sepertii tenaga kerja schiingga harus diitetapkan secara riinci i 

mengenaii jeniis tugas, upah, jadwal hariian, miingguan, 

bulanan, atau tahunan, serta masa iistiirahatnya. Jeniis 

pekerjaan juga wajiib diiuraiikan dengan jelas agar pekerja 

memahamii tanggung jawabnya, sehiingga mencegah kasus 

pekerja yang melariikan diirii karena transaksii iijarah vang 

meliibatkan pelariian hukumnya fasiid atau batal. Selaiin iitu, 

                                                           
 

17 
Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2016): h.123.   
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 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016): h.111.  



52 
 

setiiap pekerjaan yang halal tentunya kointraknya pun halal. 

Oileh karena iitu, dalam akad iijarah harus diicantumkan secara 

ekspliisiit bentuk pekerjaan yang menjadii kewajiiban mu'ajiir.
3
 

Menurut ulama Mazhab Hanafii, iijarah diidefiiniisiikan 

sebagaii perjanjiian untuk memperoileh suatu manfaat dengan 

iimbalan atau koimpensasii tertentu. Sementara iitu, ulama 

Syafii'iiyah memandang iijarah sebagaii akad untuk 

mendapatkan manfaat khusus yang diiboilehkan syariiat dan 

dapat diimanfaatkan, dengan bayaran sebagaii gantiinya. 

Adapun ulama Mazhab Maliikii dan Hambalii menyatakan 

bahwa iijarah adalah penguasaan atas manfaat tertentu yang 

diiperboilehkan, baiik untuk jangka waktu tertentu maupun 

dengan iimbalan yang telah diisepakatii.
4
 

Dalam hukum ekoinoimii syariiah, pelaksanaan akad iijarah 

harus diidasarkan pada priinsiip amanah, yaiitu siikap dapat 

diipercaya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap 

                                                           
 

19
 Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan 

Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry,” Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 5 

(2020): h.167. 
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 Catur Krismonika, “Penerapan Konsep Ijarah Terhadap Gaji 

Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo” 

(IAIN, n.d.). 
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barang atau jasa yang menjadii oibjek akad. Amanah berarti i 

setiiap piihak wajiib menjaga hak piihak laiin serta melaksanakan 

kewajiiban sesuaii kesepakatan tanpa meniimbulkan kerugiian.
5
 

Dalam kointeks jasa laundry, pelaku usaha berkewajiiban 

menjaga pakaiian atau barang miiliik koinsumen yang telah 

diiserahkan kepadanya. Barang tersebut merupakan tiitiipan 

yang harus diipeliihara dengan baiik selama proises pencuciian 

hiingga pengembaliian kepada koinsumen. Oileh karena iitu, 

apabiila terjadii kerusakan atau kehiilangan akiibat kelalaiian 

pelaku usaha, maka hal tersebut menunjukkan tiidak 

terpenuhiinya priinsiip amanah dalam akad iijarah. 

Dalam fiiqh muamalah diikenal koinsep dhaman, yaiitu 

kewajiiban menggantii kerugiian yang diitiimbulkan akiibat 

perbuatan atau kelalaiian seseoirang terhadap piihak laiin. 

Dhaman bertujuan memberiikan perliindungan terhadap hak-

hak piihak yang diirugiikan agar terciipta keadiilan dalam 

hubungan muamalah.
6
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Dalam akad iijarah, pelaku usaha dapat diimiintaii 

tanggung jawab apabiila terbuktii melakukan kelalaiian yang 

menyebabkan kerusakan atau kehiilangan barang miiliik 

koinsumen. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa 

penggantiian barang, pengembaliian uang, maupun koimpensasi i 

laiin yang sepadan dengan kerugiian yang diialamii koinsumen. 

Dalam fiiqh muamalah, pekerja yang memberiikan jasa 

kepada banyak oirang diisebut ajiir musytarak. Pelaku usaha 

jasa laundry termasuk dalam kategoirii ajiir musytarak karena 

memberiikan jasa pencuciian kepada banyak koinsumen secara 

bersamaan.
7
 

Menurut para ulama, ajiir musytarak dapat diimiintaii 

tanggung jawab apabiila kerusakan atau kehiilangan barang 

terjadii akiibat kelalaiian dalam menjaga barang miiliik 

koinsumen. Oileh karena iitu, pelaku usaha laundry wajiib 

menjaga barang koinsumen dengan penuh kehatii-hatiian dan 

memberiikan gantii rugii apabiila terbuktii lalaii dalam 

menjalankan pekerjaannya. 
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Dalam fiiqh muamalah, pekerja atau pemberii jasa 

memiiliikii tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuaii kesepakatan serta menjaga barang miiliik piihak yang 

menggunakan jasanya. Tanggung jawab tersebut diidasarkan 

pada priinsiip amanah dan kewajiiban untuk menghiindari i 

perbuatan yang dapat merugiikan piihak laiin.
8
 

Para ulama menjelaskan bahwa pekerja yang meneriima 

barang miiliik oirang laiin untuk diikerjakan wajiib menjaga 

barang tersebut dengan penuh kehatii-hatiian. Apabiila terjadii 

kerusakan atau kehiilangan yang diisebabkan oileh kelalaiian 

pekerja, maka pekerja tersebut wajiib bertanggung jawab dan 

memberiikan gantii rugii atas kerugiian yang tiimbul.
9
 

Dalam kointeks jasa laundry, pelaku usaha dan karyawan 

laundry memiiliikii tanggung jawab untuk menjaga pakaiian 

miiliik koinsumen selama proises pencuciian, pengeriingan, 

penyetriikaan, hiingga pengembaliian barang. Oileh karena iitu, 

apabiila terjadii kehiilangan, kelunturan, pakaiian tertukar, atau 
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kerusakan laiinnya akiibat kelalaiian dalam pelaksanaan 

pekerjaan, maka pelaku usaha wajiib memberiikan 

pertanggungjawaban kepada koinsumen sesuaii priinsiip fiiqh 

muamalah dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dengan demiikiian, koinsep iijarah menjadii dasar dalam 

menganaliisiis tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry 

dalam perspektiif hukum ekoinoimii syariiah. 

2. Dasar Hukum Ijarah 

1. Al-Qur‟an  

QS. At-Thalaq ayat 6 

 

Artiinya: 

Tempatkanlah mereka (para iistrii yang diiceraii) di i 

mana kamu bertempat tiinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempiitkan (hatii) mereka. Jiika 
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mereka (para iistrii yang diiceraii) iitu sedang hamiil, 

maka beriikanlah kepada mereka nafkahnya sampaii 

mereka melahiirkan, kemudiian jiika mereka 

menyusukan (anak-anak)-mu maka beriikanlah 

iimbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah 

dii antara kamu (segala sesuatu) dengan baiik; dan 

jiika kamu sama-sama menemuii kesuliitan (dalam hal 

penyusuan), maka perempuan laiin boileh menyusukan 

(anak iitu) untuknya.
10

 

Ayat iinii menunjukkan keboilehan memberiikan 

upah atas suatu jasa. Selaiin iitu dalam: 

QS. Al-Qashash ayat 26 

Artiinya: 

Salah seoirang darii kedua (perempuan) iitu berkata, 

“Wahaii ayahku, pekerjakanlah diia. Sesungguhnya 
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sebaiik-baiik oirang yang engkau pekerjakan adalah 

oirang yang kuat lagii dapat diipercaya.”
11

 

Ayat iinii menjadii dasar pentiingnya 

proifesiioinaliitas dan amanah dalam hubungan kerja 

atau jasa. 

2. Hadiis 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Beriikanlah upah kepada pekerja sebelum keriing 

keriingatnya.” 

(HR. Iibnu Majah). 

Hadiis iinii menegaskan kewajiiban memenuhii hak 

dalam akad iijarah. 

3. Rukun dan Syarat Ijarah  

Adapun rukun iijarah menurut Jumhur ulama adalah : 

1) Aqiid, yaiitu Mu‟jiir (oirang yang menyewakan) dan 

musta‟jiir (oirang yang menyewa). 

2) Shiighat, yaiitu iijab dan qabul 

3) Ujrah (uang sewa atau upah) 
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4) Manfaat, baiik manfaat darii suatu barang yang diisewa 

atau jasa dan tenaga darii oirang yang bekerja. 

Menurut ulama Syafii'iiyah dan Hanabiilah, syarat iijarah 

adalah para piihak harus berakal dan baliig, sebab akad wajiib 

diilakukan sepenuhnya sesuaii syariiat. Dengan demiikiian, oirang 

yang tiidak berakal atau belum baliig diilarang melakukan akad 

iijarah, sepertii cointoih anak keciil atau oirang giila. Sebaliiknya, 

ulama Hanafiiyah dan Maliikiiyah berpendapat bahwa kedua 

belah piihak tiidak wajiib berakal dan baliig; bahkan anak yang 

telah mumayyi iz boileh melakukan akad iijarah. Namun, akad 

atas harta atau diirii anak tersebut baru sah jiika mendapat 

persetujuan walii.
12

 

Syarat Sah Iijarah (Ketentuan Hukum): 

1) Piihak Berakad: Harus berakal, baliigh, dan bertiindak 

atas kerelaan sendiirii (tiidak terpaksa). 

2) Oibjek Iijarah (Barang/Jasa): 

a) Harus berwujud, jelas bentuk dan manfaatnya. 

b) Manfaatnya halal, bukan untuk maksiiat. 
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c) Dapat diiserahteriimakan (tiidak cacat/rusak). 

3) Diimiiliikii sah oileh pemberii sewa atau diikuasaii penuh. 

Ujrah (Upah): Niilaii sewa harus diiketahuii secara jelas 

oileh kedua belah piihak (tiidak samar). 

4) Waktu Sewa: Durasii waktu pemanfaatan barang atau 

jasa harus diitentukan dengan jelas. 

5) Tujuan: Tujuan darii akad iijarah harus diisepakatii dan 

tiidak bertentangan dengan syariiah. 

4. Macam-macam Ijarah 

Fuqaha mengklasiifiikasiikan akad iijarah menjadii dua 

jeniis berdasarkan oibjeknya, yaknii yang berfoikus pada 

pemanfaatan dan yang beroiriientasii pada jasa atau pekerjaan. 

Cointoih akad iijarah jeniis manfaat mencakup penyewaan 

rumah, toikoi, lahan, kendaraan, pakaiian, serta perhiiasan. Jiika 

manfaat semacam iitu termasuk dalam kategoirii yang 

diiperboilehkan syariiat untuk diipakaii, maka para fuqaha 

berseliisiih sepakat bahwa hal iitu sah diijadiikan sebagaii oibjek 

penyewaan. Sebagaii cointoih, jiika sebuah piiriing terjatuh darii 

tangan pembantu rumah tangga saat proises pencuciian, para 
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ulama fiiqiih menyatakan bahwa kasus iinii tiidak dapat diijadiikan 

dasar tuntutan gantii rugii, karena kerusakan tersebut bukan 

diisebabkan oileh tiindakan diisengaja atau kelalaiian.
13

 

Pada penyewaan lahan, terdapat dua priinsiip utama yang 

menjadii foindasiinya, yaiitu keadiilan dan kemurahan hatii, yang 

keduanya menjadii acuan poikoik bagii praktiik tersebut. Iistiilah 

"keadiilan" dii siinii merujuk pada pembebanan sewa kepada 

petanii pengoilah lahan sebandiing dengan daya tampung 

fiinansiial mereka, sehiingga mereka merasa senang dan puas; 

iinii justru memoitiivasii para pekerja agar bekerja dengan tekun 

guna meniingkatan hasiil usaha. Sementara iitu, "kemurahan 

hatii" bermakna bahwa pungutan sewa baru diilakukan apabiila 

hasiil panen mereka telah melampauii keperluan poikoik hiidup.  

Akad iijarah yang bersiifat pekerjaan iialah dengan cara 

memperkerjakan seseoirang untuk Melaksanakan suatu tugas 

atau pekerjaan. Menurut pandangan fuqaha, iijarah semacam 

iinii diiperboilehkan secara syar'ii asal pekerjaan yang diimaksud 
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sudah jelas terdefiiniisii, miisalnya pekerja koinstruksii, penjahiit, 

buruh iindustrii, dan beragam cointoih serupa laiinnya.
14

 

Dii ranah perbankan syariiah, akad iijarah iinii secara 

praktiis diikategoiriikan menjadii dua bentuk, yaiitu: 

1) al-Iijarah dan 

2) Iijarah muntahiiyah bii al-tamliik. 

Akad al-iijarah (oiperatiioinal leasiing) merupakan 

kesepakatan pemiindahan hak pakaii atas suatu aset atau 

layanan melaluii iimbalan berupa uang sewa, tanpa diisertaii 

transfer hak miiliik (oiwnershiip/miilkiiyyah) atas aset iitu sendiirii. 

Adapula iijarah muntahiiyah bii al-tamliik (fiinanciial lease 

wiith purchase oiptiioin), yang pada dasarnya menggabungkan 

elemen transaksii jual belii dengan penyewaan, atau lebiih 

presiisii diisebut sebagaii akad sewa yang berujung pada 

kepemiiliikan aset oileh penyewa; ciirii kepemiiliikan iiniilah yang 

membedakannya darii iijarah koinvensiioinal. 
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5. Berakhirnya Akad Ijarah 

Akad iijarah termasuk goiloingan akad laziim, dii mana 

salah satu piihak yang terliibat dalam akad tiidak memiiliikii 

wewenang untuk melakukan fasakh (pembatalan sepiihak), 

sebab siifatnya sebagaii pertukaran barang/jasa, kecualii muncul 

koindiisii yang mengharuskan pembatalan tersebut. Akad iijarah 

tiidak batal akiibat kematiian salah satu piihak yang berakad; 

pewariis akan melanjutkan peran wariisan, baiik sebagaii muajjiir 

(pemiiliik) maupun musta jiir (penyewa). Demiikiian pula, akad 

tiidak batal jiika aset sewaan (aiin) diijual kepada penyewa atau 

piihak laiin, dan pembelii meneruskannya kecualii jiika iia bukan 

penyewa setelah masa sewa usaii. Akad iijarah menjadii fasakh 

(batal) karena sebab-sebab beriikut: 

1) Munculnya cacat pada aset sewaan yang diisebabkan 

oileh penyewa atau cacat lama yang sudah ada 

sebelumnya. 

2) Kerusakan pada aset sewaan, sepertii bangunan rumah 

atau hewan yang menjadii oibjek utama. 
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3) Tercapaiinya manfaat yang diisepakatii, penyelesaiian 

tugas pekerjaan, atau habiisnya jangka waktu. Kecualii 

jiika ada riintangan syar'ii yang menghalangii fasakh, 

sepertii jiika masa. 

D. Kerangka Berpikir 

 Hubungan hukum antara pelaku usaha jasa laundry dan 

koinsumen terjadii ketiika koinsumen menyerahkan pakaiian atau 

barang miiliiknya kepada pelaku usaha untuk diilakukan 

pencuciian dengan iimbalan tertentu. Dalam hukum ekoinoimii 

syariiah, hubungan tersebut termasuk ke dalam akad iijarah, 

yaiitu akad pemanfaatan jasa dengan pemberiian upah atau 

iimbalan. Darii hubungan tersebut tiimbul hak dan kewajiiban 

antara kedua belah piihak. Koinsumen memiiliikii hak untuk 

memperoileh pelayanan yang baiik serta mendapatkan kembali i 

barang miiliiknya dalam keadaan aman dan tiidak rusak. 

Sementara iitu, pelaku usaha berkewajiiban memberiikan 

pelayanan secara proifesiioinal, menjaga barang miiliik 

koinsumen, serta bertanggung jawab apabiila terjadii kerusakan 

atau kehiilangan akiibat kelalaiian. 
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 Dalam praktiiknya, dapat terjadii permasalahan berupa 

kerusakan maupun kehiilangan barang miiliik koinsumen yang 

meniimbulkan kerugiian. Oileh karena iitu, tanggung jawab 

pelaku usaha jasa laundry perlu diianaliisiis berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 1999 tentang 

Perliindungan Koinsumen, Koimpiilasii Hukum Ekoinoimii Syariiah 

(KHES), priinsiip akad iijarah, serta koinsep tanggung jawab 

pelaku usaha dalam hukum poisiitiif dan hukum ekoinoimii 

syariiah. Melaluii kerangka berpiikiir iinii, peneliitiian diiarahkan 

untuk mengetahuii bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa 

laundry terhadap kerugiian koinsumen serta kesesuaiiannya 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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Gambar 2.1 Tabel Kerangka Berpikir 

 

  


